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Nama 
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Judul 

ABSTRAK 

: Atiqah 
: Pascasarjana Ilrnu Akuntansi 
: CORPORATE GOVERNANCE, PENGUNGKAP AN 

SUKARELA DAN ASIMETRI INFORMASI 

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh corporate governance (dewan direksi, 
dewan komisaris, dan komite audit) dan pengungkapan sukarela terhadap asimetri 
infonnasi. Proksi untuk asimetri informasi adalah perubahan spread (selisih spread antara 
periode announcement dan non announcement). Penelitian ini menggunakan 75 sampel, 
dengan kriteria telah menerbitkan laporan tahunan dan tersedia tanggal publikasi. 
Penelitian ini menggunakan indeks corporate governance (dewan direksi, dewan 
komisaris, dan komite audit) yang dikembangkan oleh Rahadian dan Siregar, (2007) dan 
Cheung, Jiang, Limpaphayom, dan Lu (2008). Sedangkan indeks pengungkapan sukarela 
menggunakan instrurnen yang dikembangkan oleh Chau dan Gray (2002). Penclitian ini 
menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh corporate governance 
(dewan direksi, dcwan komisaris. dan komite audit) dan pengungkapan sukarela terhadap 
asimetri informasi. Penelitian ini menemukan : (1) dewan direksi dan komite audit 
mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan spread. Hasil ini 
konsisten dengan hipotesis yang berarti keduanya mempunyai peranan penting dan efektif 
untuk menurunkan perubahan spread; (2) berkebalikan dengan harapan, dewan direksi 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan spread. Hasil ini 
mengindikasikan bahwa fungsi dewan komisaris relatif masih kurang efektif; (3) konsisten 
dengan hipotesis, pengungkapan sukarela mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. 
Hasil ini menyatakan bahwa semakin tinggi pengungkapan sukarela maka akan semakin 
rendah teljadinya perubahan spread. · 

Kala kunci : corporate governance, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, 
pengungkapan sukarela, asimelri infonnasi, dan perubahan spread. 

vu 
Universitas Indonesia 



Corporate governance ..., Atiqah, FEB UI, 2008

Name 
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ABSTRACT 

: Atiqah 
: Pascasarjana Ilmu Akuntansi 
: CORPORATE GOVERNANCE, PENGUNGKAPAN 

SUKARELA DAN ASIMETRl INFORMASI 

The purpose of this research is to examine the effect of corporate governance (board of 
director, board of commissioner, and audit corrunittee) and voluntary disclosure on 
infonnation asymmetry. Proxy for infonnation asymmetry is change spread (difference 
between spread announcement period and non announcement period). This research uses 
75 samples, which released annual report and available released date. This research uses 
corporate governance index (board of director, board of commissioner, and audit 
committee) which depeloyed by ~ahadian dan Sir~gar (2007) and Cheung, Jiang, 
Limpaphayom, and Lu (2008). Meanwhile voluntary disclosure index uses instrument 
which developed by Ohau and Gray (2002). This research uses multiple regression analysis 
to examine the effect of corporate governance (board of director, board of commissioner, 
and audit committee) and voluntary disclosure on information asymmetry. This r~search 
finds : (1) board of director and audit committee have negative and signillcant effec~ on 
change spread. This result is consistent with hypothesis which means both of them have 
important and effective role to decrease change spread; (2 ) in contrary with expectation, 
board of commissioner has positif and significant effect on change spread.Jhis result 
indicates that the function of board of comm?ssioner relatively still ineffective; (3) 
consistent with hypothesis, voluntary disclosure has negative and signifiGant effect on 
change spread. This result suggested that high voluntary disclosure will lower change 
spread. 

Key words : corporate governance, board of directQr, board of commissioner, audit 
committee, voluntary disclosure, information asymmetry, and changes spread. 
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BABl 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Masalah agensi terjadi karena adanya konflik kepentingan antara principal 

dan agent, karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. 

Sebagai agent, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan 

keuntungan para pemilik (principaf) , namun disisi yang lain manajer juga 

mempunyai kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada 

kemungk.inan besar agent tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik 

principal (Jensen dan Meckling, 1976). 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik. 

Oleh karena itu scbagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal 

mengenai kondisi perosahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat 

dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. 

Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan 

kondisi pe.;:usahaan sebenamya. Kondisi in~ dikenal sebagai infonnasi yang tidak 

s imetris atau asimetri informasi (information asymmetry). Asimetri informasi 

tedadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibanding pihak 

lain (pemilik atau pemegang saham) (Ujiyantho, 2006). 

Untuk mengatasi terjadinya konflik kepeQ.tingan antara agen dan prinsipal 

yang terjadi dalam pe~sahaan termasuk untuk mengurang i as imetri informasi, 

ma.ka diperlukan penerapan corporate gavernance. Hal ini sejalan dengan definisi 

Syakhroza (2002) dalamlim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 

2004 (2006) yang menyatakan bahwa corporate governance adalah suatu sistem 

yang dipakai "Board" untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi 

(directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya organisasi 

secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif - E3P dengan prinsip-prinsip 

transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness- TARIF- dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi". Jadi dapat dikatakan, untuk mencapai suatu 

sistem corporate governance yang baik. diperlukan adanya dewan direksi, dewan 

komisaris, dan komite audit. 
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Dewan yang efektif dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pengungkapan informasi perusahaan. sehingga mengurangi terjadinya asimetri 

informasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kanagaretnam, 

Lobo, dan Whalen (2007) yang menguji hubungan antara kualitas corporate 

governance dan perubahan asimetri informasi di seputar pengwnuman laba 

kuartalan. Mereka menguji kualitas corporate governance dengan tiga faktor dan 

persentase kepemilikan saham oleh direksi dan karyawan. Tiga faktor tersebut 

yaitu: faktor pertama (faktor dewan independen) terdiri dari persentase dewan 

yang independen, persentase dewan yang independen terhadap komite audit, dan 

hubungan bisnis perusahaan dengan direksi luar; faktor kedua (faktor struktur 

dewan) terdiri dari ukuran dewan, keberadaan komite nominasi independen, 

komite audit, dan kospite eksekutif dan masa usia pensiun dewan direksi; faktor 

ketiga (faktor aktivitas dewan) terdiri dari jwnlah meeting komite audit dan 

jumlah meeting dewan selama tu talmn. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa dewan independen, aktivitas dewan, dan persentase kepemilikan saharn 

direksi dan karyawan mempunyai pengaruh signifikan negatifterhadap perubahan 

dalam asimetri infonnasi pada saat pengumuman. Hasil penelitiannya konsisten 

dengan hipotesis bahwa perusahaan dengan tingkat corporate governance yang 

tinggi mempunyai asimetri informasi yang rendah di seputar pengumuman laba 

kuartalan. 

Dengan corporate governa"ce yang bai\< diharapkan perusahaan dapat 

secara transparan mengungkapkan dan memberikan informasi tambahan tentang 

laporan keuangan kepada para mvestor Salah satu media yang dapat digunakan 

untuk mengungkapkan informasi ta:mbahan adalah melalui laporan tahunan 

perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan. 

Pengungkapan informasi tidak hanya meliputi laporan fmansial tetapi juga 

pengungkapan sukarela seperti peramalan manajemen dan penerbitan infonnasi 

lainnya. Pengungkapan sukarela merupakan salah satu alat yang penting untuk 

mengatasi masalah keagenan antara prinsipal dan agen, karena hal itu dipandang 

sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi (Petersen dan 

Plenborg, 2006; Brown dan Hillegeist, 2006). 

Penelitian sebelumnya, Peterson dan Plenborg (2006) menguji pengaruh 
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Penelitian sebelumnya, Peterson dan Plenborg (2006) menguji pengaruh 

pengungkapan sukarela dan asimetri infonnasi. lndeks pengungkapan sukarela 

yang digunakan berdasarkan lima subkategori, yaitu: (1) strategi, (2) kompetisi 

dan outlook, (3) produksi, (4) strategi pemasaran, dan (5) human capital. Dari 

lima kategori tersebut , total ada 62 indikator pengungkapan sukarela. Proksi 

asimetri informasi yang digunakan adalah average bid ask spread. Penelitian ini 

dilakukan terhadap 36 industri yang listed di Copenhagen Stock Exchange dengan 

menggunakan laporan tahunan untuk periode 1997-2000. Hasil penelitiannya 

menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara pengungkapan sukarela 

dan asimetri infonnasi. 

Jika penelitian sebelumnya menguji secara terpisah antara corporate 

governance dan asimetri infonnasi (Kanagaretnam dkk, 2007) dan pengungkapan 

sukarela dan asimetri informasi (Peterson dan Plenborg, 2006), maka dalam 

penelitian ini akan dilakukan pengujian pengaruh corporate governance (yang 

terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit) dan pengungkapan 

sukarela terhadap asimetri infonnasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada pengukuran kualitas corporate governance, dimana 

kualitas corporate governance diukur mepggunakan indeks dewan direksi, dewan 

komisaris, dan komite audit dengan menggt.l.nakan indeks yang dikembangkan 

oleh Rahadian dan Siregar (2007) dan Cheung, Jiang, .Limpaphayom, dan Lu 

(2008). 

Penelitian ini menguji hubungan antara pengungkapan sukarela dan 

asimetri infom1asi dengan menggunakan indeks berdasarkan Chau dan Gray 

(2002). Pengungkapan sukarela diukur berdasarkan pada tiga unsur utama yaitu : 

(I ) Informasi strategi, (2) (nfonnasi nonfinansial, dan (3) Infonnasi finansial. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai indeks cor orate governance (indeks dewan 

direksi, indeks dewan komisaris, dan indeks komite audit) dan indeks 

pengungkapan sukarela dijelaskan pada bab tiga. 
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1.2 Perumusan Masalab 

1. Apakah indeks dewan direksi berpengaruh negatif terhadap asimetri 

infonnasi? 

2. Apakah indeks dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap asimetri 

infonnasi? 

3. Apakah indeks komite audit berpengaruh negatifterhadap asimetri informasi? 

4. Apakah indeks pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap asimetri 

informasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

I. Untuk mengetahui pengaruh negatif indeks dewan direksi terhadap asimetri 

informasi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh negatifindeks dewan kornisaris terhadap asimetri 

informasi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh egatif indeks komite audit terhadap asimetri 

informasi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh negatif indeks pengungkapan sukarela terhadap 

asimetri infonnasi. 

1.4 Kontr ibusi Penelitian • 
1. Kontribusi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan. 

a. Kontribusi konseptual: penelitian ini memberikan tambahan literatur 

akuntansi dengan meneliti keterkaitan antara corporate governance yang 

terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit, 

pengungkapan sukarela, dan asimetri informasi . 

b. Kontribusi empirikal 

Jika penelitian sebelumnya menguji secara terpisah antara corporate 

governance dan asimetri inforrnasi dan pengungkapan sukarela dan 

asimetri inforrnasi. Maka, dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian 

pengaruh corporate governance yang terdiri dari dewan direksi, dewan 

komisaris, dan komite audit dan pengungkapan sukarela terhadap asimetri 

informasi. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak mengukur dewan 
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direksi berdasarkan size, dewan komisaris berdasarkan persentase 

independen komisaris dan komite audit berdasarkan keberadaan komite 

audit. Penelitian ini mengukur dewan direksi, dewan komisaris, dan 

komite audit dengan menggunakan indeks corporate governance yang 

dikembangkan oleh Rahadian dan Siregar (2007) dan Cheung dkk (2008). 

2. Kontribusi praktis. 

a. Bagi regulator pasar modal: diharapkan penelitian ini bisa memberikan 

masuk.an bagi para regulator untuk meningkatkan peraturan yang 

menyangkut kewajiban penerapan prinsip-prinsip GCG di Indonesia. 

b. Bagi perusahaan: diharapkan untuk mempertahankan atau meningkatkan 

penerapan prinsip-prinsip GCG dan meningkatkan pengungkapan sukarela 

laporan keuangan mereka. 

c. Bagi para investor: diharapkan untuk bisa membantu investor menilai 

suatu saham dan mengambil keputlisan tentang investasi saham. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sisterpatika penulisan laporan pe~elitian an diuraikan dalam beberapa 

bah, dengan rincian sebagai berikut: 

BABl PENDAIIlJLUAN 

Pada bab ini berisi tentang Jatar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

dan kontribusi penelitian serta sistematika penulisan. 

DAB 2 TINJ AUAN PUSTAKA 

Pada bah ini berisi tentang penjelasan corporate governance, pengungkapan 

sukarela, dan asimetri informasi, penelitian-penelitian terdabulu, dan 

pengembangan hipotesis. 

DAB 3 METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian yaitu mencakup mode! penelitian, 

operasionalisasi variabel, pemilihan sampel, pengumpulan data dan metode 

analisis. 
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BAB 4 PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang analisa deskriptif dan uji aswnsi BLUE, pengujian 

regresi, pengujian keseluruhan model dan pengujian hipotesis. 

BAB 5 PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan dari penelitian. 
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2.1 Landasan Teori 

BAB2 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Teori Keagenao (Agency Theory) 

Teori, penelitian, dan praktik CG banyak berkembang dan bertwnpu pada 

salah satu teori dasar tentang hubungan manajer (pengelola perusahaan) dan 

pemilik perusahaan, yaitu agency theory atau teori keagenan. Teori ini 

memandang manajer perusahaan, sebagai agen bagi pemegang saham, akan 

bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri. Kepentingan 

manajer tersebut tidak selalu sejalan bahkan sering kali bertentangan dengan 

kepentingan pemegang saham, sehingga menimpulkan konfli..k kepentingan di 

antara kedua pihak. Manajer dapat melakukan berbagai tindakan yang 

menguntungkan dirinya sendiri namun di sisi lain merugikan pemilik perusahaan 

(Rahadian dan Siregar, 2007). 

Teori agensi adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor 

utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan kontrak-kontrak insentif 

untuk memotivasi para indivlau mencapai keselarasan tujuan. Teori agensi 

menganggap bahwa semua tindakan individu didasarkan atas kepentingannya 

sendiri. Salah satu elemen penting teo~i agensi adalah perbedaan preferensi atau 

tujuan antara para prinsipal dan agen. Oleh karena itu, timbul perbedaan antara 

prinsipal dan agen yaitu (Su,eriyono;2000): 

a. Agen dianggap mener1ma kepuasan tidak hanya dari kompertsasi keuangan, 

namun juga dari kepuasan lain yang-diperolehnya dari hubungan agensi. Di 

lain pihak, prinsipal {pemegang saham) dianggap hanya tertarik pada 

kembalian (return) keuangan yang tumbuh dari investasinya dalam 

perusahaan. 

b. Prinsipal dan agen mempunyai perbedaan dalam preferensi risiko. Prinsipal 

(pemegang saham) netral risiko, agen (para manajer) segan risiko. 

Scott (2006), memberikan defi nisi tentang agency theory: 

Agency theory is a branch of game theory that studies the design of 
contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the 
agent 's interests would otherwise conflict with those principal. 
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Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari game theory, 

yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), 

dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut principal. 

Principal mendelegasikan pertanggungjawaban atas decis ion making kepada 

agent, hal ini dapat pula dikatakan bahwa principal memberikan suatu tanggung 

jawab kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak 

kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggungjawab agent maupun 

principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. 

Agent biasanya memiliki informasi yang lebih banyak (full information) 

dibanding dengan principal di sisi lain, sehingga ~enimbulkan adanya asimetri 

informasi. lnformasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk 

mela.kukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk 

memaksimumkan uti/irynya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal i~i 

investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, 

terkadang ada kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal a tau investor. 

2.1.2 Asimetri lnformasi (lnformatioll Asymmetry) 

Watts dan Zimmerman (1986:165) memberikan penjelasan t entang 

asimetri informasi: 

The problem arises because one party to a potential transaction has more 
information than another; that is, the-re is information asymmetry. 

Supriyono (2000) memberikan penjelasan tentang asimetri infonnasi: 

Asimetri informasi adalah situa.si yang terbentuk karena prinsipal tida.k memiliki 

infonnasi yang cukup mengenai kinerja agen sehingga prinsipal tidak pernah 

dapat menentukan kontribusi usaha-usaha agen terhadap hasil-hasil perusahaan 

yang sesungguhnya. Asimetri tersebut dapat timbul dalam beberapa bentuk: 

a. Tanpa pemantauan, hanya agen yang mengetahui apakah ia bekerja dengan 

baik demi kepenlingan prinsipal. 

b. Agen mungki n mengetahui lebih banyak mengenru. perusahaan daripada 

prinsipalnya. 
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c. Agen dalam melaksana.kan tugasnya mungkin diarahkan oleh infonnasi 

pribadi. 

Asimetri infonnasi adalah suatu keadaan dimana manajer memiliki akses 

informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. 

Agency theory mengimplikasikan adanya asimetri infonnasi antara manajer 

(agent) dengan pemilik (principal). Penelitian Richardson (1998), dalam Siregar 

dan Bachtiar (2003), memmjukkan adanya hubungan antara asimetri informasi 

dengan manajemen laba. Ketika asimetri informasi tinggi, stakeholder tidak 

memiliki sumber daya yang cukup, insentif, atau akses atas informasi yang 

relevan untuk memonitor tindakan manajer, dimana hal ini memberikan 

kesempatan atas praktek manajemen laba. Adanya asimetri informasi akan 

mendorong manajer untuk menyajikan infonnasi yang tidak sebenarnya terutama 

jika infonnasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer. Menurut 

Scott (2006), terdapat dua macam asimetri lnformasi yaitu: 

I. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya 

biasanya mengetahui lebih banyak. tentang keadaan dan prospek perusahaan 

dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat 

rnempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut 

tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saharn. 

2. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer 

tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. 

Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang 

saham yang melanggar kontrak dan sebenamya secara etika atau norma 

mungkin tidak layak dilakukan. 

Untuk mengurangi masalah asimetri informasi, perusahaan dapat 

melakukan penerapan corporate governance di perusahaannya. 

2.1.3 Corporate Govema11ce 

Syakhroza (2002) dalam Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip 

OECD 2004 (2006) mendefinisikan Corporate Governance: 

··corporate governance odalah suatu sislim yang dipakai "Board" untuk 
mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (directing, controlling, and 
supervising) pengelolaon sumber doya organisasi sec01·a efisien, efektif, 
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ekonomis, dan produktif - EJPdengan prinsip-prinsip transparan, accountable, 
responsible, independent, dan fairness - TARIF- dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi" 

Definisi Corporate Governance sesuai dengan Surat Keputusan Menteri 

BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 dalam Tim Studi 

Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 (2006) tentang penerapan 

praktik GCG pada BUMN adalah: 

usuatu proses dan struktur yang digunakan o/eh organ BUMN untuk 
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 
memperhalikan k£pentingan stakeholder /ainnya, berlandaskan peraturan 
perundangan dan ni/ai-nilai etika". 

Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan 

ak.untabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika 

serta memperhatikan stakeholders yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk 

mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham. 

Organization ofEconomic Cooperation and Development (OECD, 2004) 

mendefmisikan Corporate Governance sebagai berikut: 

"corporate governance is the system by which business corporations are 
directed and controlled The Corporate Governance structure specifies the 
distribution of the right and responsibilities among different participants in the 
corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, 
and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. 
By doing this, it also provides /his structure through which the company 
objectives are set, and the means of auain;ng those obfectives qnd monitoring 
performance ". 

OECD melihat Corporate Governance sebagai suatu sistem dimana 

sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan d iawasi. Sejalan dengan itu, 

maka struktur darj Corporate Governance menjelaskan distribusi hak-hak dan 

tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu 

antara lain Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta pihak

pihak lain yang terkait sebagai stakeholders. Selanj utnya, struktur dari Corporate 

Governance juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan 

dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan 
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perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertangungjawabkan dan 

dilakukan dengan baik. 

Menurut Utama (2004) elemen kunci dari konsep GCG adalah mengenai 

pengertian dan prinsip-prinsip dari GCG itu sendiri. Banyak pihak yang telah 

menghasilkan pemikirannya mengenai hal ini. Akan tetapi hanya ada dua 

mainstream yang saat ini masih bertahan dan dapat diakomodasi serta diadaptasi 

oleh berbagai regulasi yang ada khususnya di negara kita. Kedua mainstream 

tersebut adalah: 

1. Cadbury Committee 

Menurut laporan dari kornite cadbury ini, yang kemudian dikutip FCGI 

dalam publikasi pertamanya, Coiporate Governance adalah seperangkat peraturan 

yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstem 

lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban merek.a, atau dengan kata lain 

sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 

Komite Cadbury dalam laporannya juga menyatakan bahwa GCG terdiri dari tiga 

prinsip utarna yaitu: 

• Keterbukaan 

• lntegritas 

• Akuntabilitas 

2. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

Sebagaimana yang diuraikan oleh OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development), yang dikutip FCGI dalam terbitannya, ada empat 

unsur penting dalam Corporate Governance, yaitu: 

• Fairness (Keadilan). Menjamin perlindungan hak-hak pemegang saham, 

termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham 

asing, serta menjamin terJaksananya komitmen dengan para investor. 

• Transparency (Transparansi) Mewajibkan adanya suatu informasi yang 

terbuka, tepat waktu serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut 

keadaan keuangan, pengolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. 

• Accountability (Akuntabili tas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta 
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mendukung usaha untuk menjarnin penyeimbangan kepentingan manajemen 

dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris 

dalam (Iwo Tiers System). 

• Responsibility (Pertanggungjawaban). Memastikan dipenuhinya peraturan 

serta ketentuan yang berlaku sebagai cenninan d ipatuhinya nilai-nilai sosial. 

{OECD Business Sector Advisory Group on Corporate Governance, 1998) 

Prinsip-prinsip Corporate Governance dari OECD menyangkut hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Perlindungan terhadap hak-hak. para pemegang saham 

Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu 

melindungi hak-hak dasar pemegang saham, yaioo hak untuk (l) menjamin 

keamanan metode pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau 

memindahk saham yang dimilikinya, (3) memperoleh jnfonnasi yang 

rei evan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, { 4) ikut berperan dan 

memberikan suara dalam RUPS, (5) memilih anggota dewan komisaris dan 

direksi, serta (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan. 

2. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya perlak.uan yang sama 

terhadap seluruh pemegang saham, tennasuk pemegang saham minoritas dan 

asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki · kesempatan untuk 

mendapatkan atau perbaikan atas. pelanggaran hak-hak mereka. Prinsip ini 

juga metarang praktek insider trading dan self dealing, dan mengharuskan 

anggota dewan komisaris untuK. melakukan keterbukaan jika menemukan 

transaksi yang mengandung conflict of interest. 

3. Peranan semua pihak yang berkepentingan dalam Corporate Governance 

Kerangka corporate governance harus memberikan pengakuan terhadap hak

hak. stakeholders, mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan 

stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan kesej ahteraan, lapangan kerja 

dan kesinambungan usaha. 

4. Transparansi dan Keterbukaan 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan yang 

tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan 
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perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan 

keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. 

Disarnping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit secara 

independen, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. 

5. Peranan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam perusahaan 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategis 

perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan 

oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan 

dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang 

harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban 

profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. 

Menurut Murwaningsari (2006), ada beberapa jenis sistem corporate 

governance yang berkembang di berbagai negara yang mencenninkan adanya 

perbedaan antar negara. Sistem corporate governance tersebut terdiri dari, single 

board system dan two board sy_stem. Single board system merupakan sistem 

dimana keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi tidak dipisahkan. Dalam 

hal ini anggota dewan komisaris juga merangkap anggota dewan direksi, yang 

keduanya disebut sebagai board of directors. Model board structure perusahaan 

di Inggris dan Amerika pada umomnya berbasis single board system. Sedangkan 

two-board system meropakan sistem dimana keanggotaan dewan direksi dan 

dewan komisaris secara tegas dipisahkan. 

Menurut KNKG (2006). kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia 

menganut sistem dua badan {two ..board system) yaitu Dewan Komisaris dan 

Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan 

fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan 

peraturan perundang-undangan (fiduciary responsibility). Namun demikian, 

keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelibara kesinambungan usaha 

perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi 

harus memiliki kesarnaan persepsi terhadap visi, misi dan nilai-nilai perusahaan. 
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